SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka transparansi, efektifitas, efesiensi
akuntabilitas serta tertib dan lancarnya administrasi
pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun mekanisme dan
tata cara pertangungjawaban belanja yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana sebagaimana
disebutkan dalam Bab V huruf L angka 1 penjelasan huruf a
“Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan
sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
dan huruf S angka 2 penjelasan huruf a point ke 2) “Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran
pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap
dan sah”;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pertangungjawaban Belanja yang
Bersumber Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16



Menetapkan :

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PERTANGUNGJAWABAN BELANJA  YANG BERSUMBER
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati

Balangan.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan.

Perangkat Daerah  adalah organisasi atau lembaga
pada Pemerintah Daerah yang bertanggung  jawab
kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.

. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Balangan.

. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai
bendahara umum daerah.

. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan tugas BUD.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
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melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD yang
ditunjuk sebagai KPA.

Bendahara badan, lembaga, partai politik serta organisasi
kemasyarakatan adalah wunsur di dalam organisasi yang
diberikan tugas membantu kepala atau ketua untuk melakukan
pengelolaan keuangan serta aktivitas terkait keuangan.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Semenetara yang selanjutnya
disingkat KUA dan PPAS adalah arah kebijakan umum di bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pedoman dalam
penyusunan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
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kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah
tersebut.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan
dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional
sehari-hari Perangkat Daerah atau membiayai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui
mekanisme pembayaran langsung.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya,
Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah.

Bantuan Sosial yang selanjutnya disingkat Bansos adalah
pemberian bantuan berupa wuang/barang dari Pemerintah
Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar
penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan
APBD.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk
penerbitan SP2D atas Behan pengeluaran DPA-SKPD kepada
bendahara/pihak ketiga.

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-
UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD
yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
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Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan
untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban
pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti UP yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-
TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD,
karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan
UP.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
atas beban APBD.

Belanja Hibah sebagaimana adalah belanja yang diberikan
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan
usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi Kemasyarakatan.

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
Masyarakat.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD
adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah
dengan penerima Hibah.

Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat berupa
satuan kerja dari kementerian/lembaga/lembaga Pemerintah
Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dan/atau
mencakup dalam Daerah.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk
oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk
berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai
tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non
pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan
ketentuan perundang- undangan.

Organisasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan
atas kesamaan sifat pekerjaan.

Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia,
kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
Nota Pencairan Dana (NPD) adalah surat permohonan dana
untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diajukan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Surat Pertanggungjawaban Belanja adalah bukti surat yang
berkaitan dengan kelengkapan administrasi
pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil
realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus untuk
selanjutnya disebut dengan SPJ.

Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk
melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada
APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi
oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya
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pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah
berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran
pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran
secara sekaligus.

Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS
adalah salah satu jenis layanan perbankan bagi Nasabah
Instansi/korporasi (non perorangan) dimana Nasabah dapat
melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri atau secara
online.

Cash Management System Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat CMSP adalah pengelolaan keuangan secara mandiri
atau secara online yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Balangan pada mekanisme pembayaran yang
bersumber dari Uang Persediaan.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk
Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Belanja Daerah

Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan dan penatausahaan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiranl, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3
Laporan Pertanggungjawaban penggunaan UP sebagai lampiran
pengajuan SPP-GU harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran
belanja yang lengkap dan sah.

Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari bukti transaksi dan/atau bukti pengeluaran yang
merupakan dasar penentuan nilai pengeluaran dan bukti
lainnya yang merupakan dokumen administrasi pendukung atas
pengeluaran yang dilakukan yang bukan merupakan dasar
penentuan nilai pengeluaran.

Laporan Pertanggungjawaban Belanja Daerah disimpan dan
diadministrasikan dengan baik serta sewaktu-waktu dapat
dipergunakan sebagai objek pemeriksaan

Pasal 4
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan
oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;



b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam dokumen pembayaran; dan
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menolak dapat melakukan pembayaran apabila persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenubhi.

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

Pasal 5
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai
wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke RKUD.

Pasal 6
(1) Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia
barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar dan/atau yang
bersumber dari uang persediaan, dilakukan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam
Nota Pencairan Dana yang diajukan oleh PPTK.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang
diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Pasal 7
(1) Laporan pertanggungjawaban Belanja Daerah berupa Hibah
uang kepada badan, lembaga, partai politik serta organisasi
kemasyarakatan diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui
Perangkat Daerah teknis pemberi Hibah.

(2) Bendahara melakukan pengelolaan keuangan serta aktivitas
terkait keuangan dalam suatu badan, lembaga, partai politik
serta organisasi kemasyarakatan.

(3) Apabila dalam suatu organisasi, badan dan/atau lembaga yang
terdiri dari beberapa sub bagian, cabang dan/atau dengan
sebutan apapun melaksanakan pengelolaan keuangan secara
terpisah maka pengelolaan keuangan dapat dilimpahkan ke
bendahara sub bagian, cabang dan/atau dengan sebutan
apapun yang ditetapkan dengan keputusan
kepala/ketua/pimpinan.

Pasal 8
(1) Tatacara pertanggungjawaban Belanja Hibah dalam bentuk
uang kepada Pemerintah, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah
lainnya dan Badan Usaha Milik Daerah mengikuti ketentuan
instansi penerima Hibah dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



(2)
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Bukti pertanggungjawaban Belanja Hibah dalam bentuk uang
kepada Pemerintah, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah
lainnya dan Badan Usaha Milik Daerah disimpan dan diarsipkan
oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pemerintah Daerah dapat meminta laporan Pertanggungjawaban
pengguna Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila
diperlukan untuk keperluan pemeriksaan.

Penerima Hibah wajib meminjamkan dokumen asli dan/atau
menyerahkan salinan dari laporan Pertanggungjawaban belanja
sesuai dengan permintaan tim pemeriksa.

BAB III .
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
: al 28 Desember 2023

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2023

e 1 IS DAERAH

/%

SETBA)

BUP BALANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19830710 201001 1020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 93



